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ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-PROCUREMENT PADA PT PLN
(PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI (UID) LAMPUNG

Oleh

Nadhila Allia Sadiyya

Pengadaan barang/jasa memiliki peran dalam meningkatkan kualitas pelayanan
publik, serta dalam kelancaran operasional perusahaan, baik di sektor publik
maupun swasta. Dalam rangka mewujudkan prinsip Good Corporate Governance
(GCQG), pemerintah mendorong penerapan e-government melalui e-procurement.
Pada lingkungan BUMN, kebijakan ini diperkuat oleh Peraturan Menteri BUMN
No. PER-02/MBU/03/2023 yang menjadi dasar pelaksanaan pengadaan
barang/jasa, termasuk di PT PLN (Persero). Namun, implementasi e-procurement
di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung terdapat berbagai
hambatan seperti gangguan pada sistem, prosedur pengadaan yang tumpang tindih
antara digital dan manual, keterbatasan sumber daya manusia, serta ketaatan
implementor kebijakan yang belum sepenuhnya maksimal. Penelitian ini bertujuan
untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan e-procurement, menganalisis
faktor penghambat pelaksanaannya, serta memberikan saran untuk mengatasinya.
Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif serta data dikumpulkan melalui
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
meskipun indikator kinerja dan dampak telah tercapai, akan tetapi indikator
kepatuhan dan kelancaran rutinitas fungsi belum terpenuhi secara optimal, sehingga
menghambat optimalisasi implementasi kebijakan e-procurement di PT PLN
(Persero) UID Lampung.

Kata kunci: tata kelola perusahaan baik, pengadaan elektronik, BUMN



ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE E-PROCUREMENT POLICY IN PT PLN
(PERSERO) DISTRIBUTION MAIN UNIT (UID) LAMPUNG

By

Nadhila Allia Sadiyya

The procurement of goods and services plays important role in enhancing the
quality of public services as well as supporting operational efficiency in both the
public and private sectors. In an effort to realize the principles of Good Corporate
Governance (GCG), the government advances the implementation of e-government
through e-procurement. Within State-Owned Enterprises (SOEs), this policy is
reinforced by the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-02/MBU/03/2023,
which serves as the basis for the procurement of goods and services, including at
PT PLN (Persero). However, the implementation of e-procurement at PT PLN
(Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung faces several obstacles, such as
system disruptions, overlapping procurement procedures between digital and
manual processes, limited human resources, and suboptimal compliance from
policy implementers. This study aims to describe the implementation of the e-
procurement policy, analyze the inhibiting factors, and provide recommendations
to address them. Using a descriptive qualitative approach and data were collected
through interviews, observations, and documentation. The research findings
indicate that while performance and impact indicators have been achieved, the
indicators of compliance and the smoothness of routine functions have not been
fully optimized, thus hindering the optimal implementation of the e-procurement
policy at PT PLN (Persero) UID Lampung.

Keywords: good corporate governance, e-procurement, SOEs
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan serangkaian kegiatan yang
dilakukan oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah dengan tujuan untuk
memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang dibiayai oleh Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) dengan proses kegiatan pengadaan yang dimulai
dari tahap identifikasi kebutuhan hingga pada penyerahan hasil pekerjaan
yang telah diselesaikan (LKPP, 2022). Kegiatan ini berperan penting dalam
pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan pelayanan publik.
Selain itu, memegang peranan penting dalam kelancaran operasional
perusahaan, baik di sektor publik maupun swasta. Hal ini menjadikan
kegiatan pengadaan barang/jasa memiliki pengaruh yang besar terhadap
pemanfaatan anggaran negara (Lestari dkk., 2020). Kegiatan ini menyerap
sekitar 12% sampai dengan 13% dari total pengeluaran pemerintah
(Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Besarnya anggaran
yang dialokasikan untuk pengadaan barang dan jasa menjadikannya sektor

yang sangat rentan terhadap praktik korupsi (Haryono, 2022).

Potensi korupsi serta kolusi rentan terjadi pada pengadaan barang dan jasa
secara konvensional yang melibatkan beberapa tahapan yang manual.
Sejalan dengan pendapat Chang dkk. (2019), adanya banyak perantara
melalui komunikasi manual, masalah kepercayaan, serta penundaan yang
signifikan menyebabkan pemborosan waktu dan sumber daya finansial
dalam sistem pengadaan konvensional yang menghambat keseluruhan
proses pengadaan. Hal ini didukung dari data Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) yang mencatat sebanyak 90% kasus korupsi di Indonesia



banyak terjadi di sektor pengadaan barang dan jasa (website nasional
kompas.com, diakses pada 3 Oktober 2024). Selain itu, berdasarkan data
oleh ACLC (Anti-Corruption Learning Center) KPK, kasus korupsi terkait
pengadaan barang jasa sejak tahun 2004 sampai dengan 2023 jumlahnya
telah mencapai 339 kasus (website aclc.kpk.go.id, diakses 3 Oktober 2024).

Proses yang dilakukan secara manual tidak hanya memperlambat kinerja
administrasi, tetapi juga rentan terhadap praktik-praktik yang tidak etis,
terutama dalam tahapan alokasi dana dan penentuan pemenang tender
(Jannah & Widiyarta, 2023). Minimnya transparansi, ketidakpatuhan
terhadap regulasi, serta rendahnya kesadaran panitia pengadaan terhadap
tanggung jawab etis turut memicu terjadinya pelanggaran prosedur (Azizah
& Maryono, 2024). Kemudian, Rizki (2019) menambahkan bahwa dalam
sistem konvensional, pejabat pengadaan bahkan memiliki kewenangan
untuk secara selektif menahan informasi atau menolak penawaran dari
penyedia tertentu. Hal ini membuka ruang bagi tindakan kecurangan,
khususnya ketika komunikasi dilakukan langsung antara penyelenggara dan
penyedia tanpa adanya sistem pengawasan secara real-time. Contohnya
dapat dilihat dalam penelitian Lestari dkk. (2020), yang menunjukkan
bahwa kecurangan dalam pengadaan proyek pemerintah dapat terjadi akibat
monopoli oleh oknum, yang memanfaatkan lemahnya pengawasan dalam
sistem konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan dalam sistem
pengadaan bukan hanya bersifat administratif, melainkan sudah menjadi

masalah publik yang menuntut intervensi kebijakan secara menyeluruh.

Permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan secara konvensional juga
dialami oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang merupakan bagian
dari entitas usaha milik pemerintah dan berperan penting dalam pengadaan
barang/jasa untuk mendukung pelayanan publik. Dalam era globalisasi,
BUMN dihadapkan pada tuntutan untuk mampu menyediakan barang dan
jasa yang berkualitas, memiliki daya saing tinggi, serta menjamin proses

pengadaan yang transparan (Peters, 2020). Melalui reformasi birokrasi,



BUMN menjawab tuntutan dan tantangan tersebut dengan program strategis

yaitu restrukturisasi, profitisasi, dan privatisasi.

Keberhasilan program tersebut tidak lepas dari penerapan prinsip-prinsip
Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance
(GCG) oleh pemangku kepentingan (stakeholder). Hernandez dkk. (2022)
menyatakan bahwa prinsip GCG yang terdiri dari transparansi,
independensi, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan telah diakui
sebagai prinsip manajemen bisnis yang baik secara internasional. Oleh
karena itu, pelaksanaan GCG telah diwajibkan dalam pengelolaan BUMN
berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang
pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) di Badan Usaha Milik
Negara (BUMN).

PT PLN (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) yang secara khusus berfokus pada pelayanan publik di bidang
ketenagalistrikan dan berupaya menerapkan prinsip Good Corporate
Governance (GCG), termasuk dalam proses pengadaan barang/jasa.
Sebelum tahun 2010, proses pengadaan barang/jasa di Indonesia umumnya
masih dilakukan secara konvensional, termasuk di lingkungan PT PLN
(Persero), yang saat itu menggunakan metode tatap muka dan melalui
tahapan yang rumit serta kurang efisien. Secara khusus, di PT PLN (Persero)
Unit Induk Distribusi (UID) Lampung, metode konvensional ini masih
digunakan hingga menjelang tahun 2017, mengacu pada Keputusan Direksi
PT PLN (Persero) Nomor 305.K/DIR/2010 yang mengatur rangkaian

kegiatan pengadaan secara manual dari awal hingga akhir.

Seiring dengan munculnya berbagai permasalahan dalam pengadaan
konvensional, pemerintah kemudian menginisiasi sistem berbasis elektronik
untuk mempermudah proses pengadaan serta meningkatkan transparansi
dan efisiensi. PT PLN (Persero) pun mulai mengadopsi sistem pengadaan
elektronik (e-procurement) sebagai bagian dari upaya peningkatan

akuntabilitas dan keterbukaan informasi dalam pengelolaan pengadaan



barang dan jasa. Ramadhan dan Rahman (2022) menyebutkan bahwa
implementasi prinsip GCG dapat dilakukan melalui strategi Electronic
Government (e-government), yang mengacu pada Instruksi Presiden Nomor
3 Tahun 2003 sebagai dasar hukum bagi seluruh kebijakan teknis terkait e-
government. Oleh karena itu, penerapan e-government pada pengadaan
barang/jasa melalui kebijakan e-procurement serta menjadi salah satu

bentuk dari pelaksanaan GCG di lingkungan perusahaan milik negara.

Penerapan sistem e-procurement membawa berbagai dampak positif, di
antaranya meningkatkan kualitas layanan bagi pengguna, mengoptimalkan
pemanfaatan sumber daya manusia, menyediakan akses informasi secara
real-time, serta mempermudah proses pemantauan dan evaluasi (Jusniati
dkk., 2022). Efektivitas sistem ini telah dibuktikan melalui berbagai studi
pada sejumlah BUMN. Zuhri dan Arrofi (2021), dalam penelitiannya di PT
Pertagas Niaga, menemukan bahwa penerapan e-procurement
menghadirkan keterbukaan dan kejelasan dalam prosedur serta distribusi
informasi pengadaan, sehingga mampu menekan potensi praktik Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Senada dengan itu, Koswara dkk. (2023)
menyimpulkan bahwa implementasi e-procurement di PT Badak NGL akan
berdampak positif terhadap efisiensi pengadaan, jika pelaksanaannya

mengacu pada tujuan dan regulasi yang telah ditetapkan.

Mengingat dampak positif yang diberikan, penting untuk memahami
bagaimana sistem e-procurement ini ditmplementasikan secara menyeluruh
dalam kerangka regulasi dan prinsip tata kelola yang berlaku. Sebagai
bagian dari e-govermment serta penerapan prinsip GCG, e-procurement
mencakup seluruh proses pengadaan barang/jasa secara elektronik mulai
dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pembayaran, hingga pemantauan
kinerja penyedia (Koswara dkk., 2023). Menurut Zuhri dan Arrofi (2021),
kebijakan e-procurement juga merupakan bagian dari upaya reformasi
birokrasi, khususnya dalam meningkatkan transparansi melalui
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dasar hukum

pelaksanaan kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12



Tahun 2021 sebagai perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun

2018 mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik.

Selain regulasi umum yang mengatur pengadaan secara elektronik di
instansi pemerintah, pelaksanaan e-procurement di lingkungan Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) juga memiliki dasar hukum tersendiri.
Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor 2 Tahun 2023
tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan
Usaha Milik Negara. Peraturan ini merupakan kebijakan publik yang
menekankan pentingnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang
transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi, serta menjadi instrumen
wajib dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) di

setiap BUMN.

Sebagai bentuk tindak lanjut terhadap regulasi tersebut, PT PLN (Persero)
UID Lampung secara operasional mengimplementasikan sistem e-
procurement yang berpedoman langsung pada Peraturan Menteri BUMN
Nomor 2 Tahun 2023. Meski secara teknis pelaksanaannya dirinci dalam
Peraturan Direksi PLN Nomor 0018.P/DIR/2023 tentang Kebijakan
Strategis Pengadaan Barang/Jasa, namun peraturan direksi tersebut disusun
sebagai turunan langsung dari regulasi menteri, sehingga tidak dapat
dilepaskan dari kerangka kebijakan publik yang lebih tinggi. Hal ini
diperkuat berdasarkan hasil wawancara pra-riset yang dilakukan peneliti
bersama Kepala Bidang Pelaksana Pengadaan PT PLN (Persero) UID
Lampung pada 10 Oktober 2024, diketahui bahwa seluruh proses pengadaan
di unit tersebut telah mengacu pada prinsip, standar, dan pedoman yang

ditetapkan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor 2 Tahun 2023.

Penerapan sistem e-procurement di PT PLN (Persero) UID Lampung sejak
tahun 2017 menandai awal perubahan dari proses pengadaan barang/jasa di
lingkungan BUMN. Sebelum implementasi ini, proses pengadaan dilakukan
secara konvensional, yang tidak hanya memakan waktu lebih lama, tetapi

juga membuka celah terhadap potensi penyimpangan. Dengan hadirnya



sistem elektronik, PLN UID Lampung dapat meningkatkan transparansi,
efisiensi waktu, serta akurasi dalam proses seleksi penyedia barang/jasa.
Sistem ini mencakup lima jenis pengadaan yaitu pengadaan barang,
pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, jasa lainnya, dan pengadaan khusus

yang kini dilakukan melalui laman resmi http://eproc.pln.co.id. Melalui

sistem ini, penyedia dapat mengakses seluruh informasi secara daring,
termasuk proses lelang, dokumen pendukung, hingga pengumuman
pemenang. Berikut tampilan layar e-procurement dari user (pengguna) yang

dapat dilihat pada Gambar 1.

25 eproc.pin.co.id/portalfnomepage Finish update :
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Gambar 1. Tampilan E-Procurement PLN
Sumber: Bidang Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) UID Lampung, 2024

Pada gambar di atas terlihat tampilan layar utama website aplikasi e-
procurement PLN yang terdiri dari lima menu, yaitu menu pengumuman
pengadaan, menu pengumuman Daftar Penyedia Terseleksi (DPT), menu
hasil pengadaan, menu hasil DPT, dan menu berita. Melalui laman website
e-procurement tersebut, PLN tidak hanya menyampaikan informasi
pengadaan, tetapi juga memfasilitasi proses administratif dari awal hingga
tahap evaluasi penyedia. Tahapan awal dalam proses pengadaan barang/jasa
dimulai dengan pengunggahan berkas persyaratan oleh penyedia dalam
bentuk soft file melalui laman tersebut. Selanjutnya, pihak bidang
pengadaan barang/jasa melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen

yang dikirimkan. Jika dokumen dinyatakan lengkap, maka penyedia akan


http://eproc.pln.co.id/

diminta untuk menyerahkan berkas fisik ke PT PLN (Persero) UID
Lampung guna dilakukan proses pencocokan. Apabila ditemukan
ketidaksesuaian antara dokumen fisik dan dokumen digital, maka penyedia

akan didiskualifikasi dari proses pengadaan.

Setelah melalui proses evaluasi dokumen baik secara daring melalui sistem
e-procurement maupun verifikasi fisik, hanya penyedia yang memenuhi
seluruh persyaratan yang dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya dalam
proses pengadaan. Mekanisme ini dinilai mampu meningkatkan selektivitas
serta memastikan kualitas penyedia yang terlibat. Seiring berjalannya
waktu, sistem ini juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan
jumlah penyedia yang berpartisipasi. Selama tujuh tahun sejak
dilaksanakannya pengadaan barang/jasa melalui website e-procurement, PT
PLN (Persero) UID Lampung telah mengalami peningkatan jumlah
penyedia yang terdaftar dalam sistem. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel
1 berikut.

Tabel 1. Jumlah Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar melalui E-
Procurement PT PLN (Persero) UID Lampung

No Tahun Total Penyedia
1. 2017 10
2. 2018 14
3. 2019 19
4, 2020 22
5. 2021 25
6. 2022 44
7 2023 49

Sumber: Bidang Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) UID
Lampung, 2024

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bidang Pengadaan Barang/Jasa PT
PLN (Persero) UID Lampung pada Tabel 1, jumlah penyedia barang/jasa
yang terdaftar melalui sistem e-procurement menunjukkan peningkatan
yang signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah penyedia ini
sejalan dengan peningkatan jumlah pengadaan yang dilakukan melalui e-
procurement sejak implementasi sistem tersebut di PT PLN (Persero) UID

Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan e-procurement mampu



menarik lebih banyak penyedia barang/jasa untuk berpartisipasi, sekaligus
memperkuat transparansi dan efisiensi dalam proses pengadaan. Berikut
jumlah pengadaan yang telah dilakukan sejak tahun 2017 hingga tahun 2023
dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Pengadaan dari Tahun 2017-2023 PT PLN (Persero)
UID Lampung

Total Pengadaan Pekerjaan_ J_asa Jasa _ Pengadaan
Tahun Pengadaan Barang Konstruksi Lainnya Konsultasi Khusus
(50%0) (20%) (15%) (10%) (5%0)
2017 18 9 4 3 2 1
2018 23 12 5 3 2 1
2019 26 13 5 4 3 1
2020 31 16 6 5 3 1
2021 34 17 7 5 3 2
2022 39 20 8 6 4 2
2023 42 21 8 6 4 2

Sumber: Bidang Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) UID
Lampung, 2024

Berdasarkan data pada Tabel 2 diatas, jumlah pengadaan barang/jasa
melalui e-procurement terus meningkat dari tahun 2017 hingga 2023. Jika
dilihat dari kebutuhan fungsional, mayoritas pengadaan dilakukan oleh
Bidang Distribusi yang bertanggung jawab terhadap keandalan pasokan dan
jaringan distribusi listrik. Dengan demikian, pengadaan barang seperti
kabel, trafo, dan peralatan distribusi menjadi kategori terbesar, diikuti oleh
pekerjaan konstruksi jaringan, jasa pemeliharaan, serta jasa konsultansi

teknis.

Meskipun telah menunjukkan berbagai kemajuan, pelaksanaan e-
procurement di lingkungan PT PLN (Persero) UID Lampung masih
ditemukan beberapa kendala. Berdasarkan hasil wawancara pra-riset
peneliti dengan Kepala Bidang Pelaksana Pengadaan pada 10 Oktober 2024,
salah satu kendala utama adalah proses pengumpulan berkas persyaratan.
Meskipun pengajuan dokumen dilakukan secara digital melalui website e-

procurement, penyedia tetap diwajibkan menyerahkan dokumen fisik ke



kantor PT PLN (Persero) UID Lampung. Hal ini juga diperkuat oleh hasil
observasi peneliti yang menunjukkan masih digunakannya lemari arsip
untuk menyimpan dokumen fisik di Bidang Pelaksana Pengadaan

Barang/Jasa.

Selanjutnya, dalam menjalankan sistem e-procurement, koneksi internet
yang memadai merupakan hal yang sangat penting. Namun, baik PLN UID
Lampung dan penyedia terkadang mengalami gangguan dalam koneksi
internet ketika menjalankannya, hal ini berpengaruh dalam kelancaran
proses pengadaan. Ditambah lagi dengan sistem e-procurement pada PLN
merupakan sistem yang terintegrasi dan tepusat pada PLN Pusat, apabila
sistem error dan bug, maka terdapat jeda waktu yang dapat mempengaruhi
proses pengadaan di PT PLN (Persero). Kemudian, berdasarkan hasil
wawancara pra-riset dengan Verifikator 1 di Bidang Pelaksana Pengadaan
PT PLN (Persero) UID Lampung pada 7 Oktober 2024 yang menjelaskan
terdapat permasalahan lain dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, yaitu
keterbatasan jumlah sumber daya manusia akibat adanya mutasi pegawai
dalam kurun waktu yang singkat sehingga tidak sesuai pembagian tugas
kerja dengan jumlah pegawai yang ada sebagaimana yang telah diatur dalam
Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 yang mengatur

tentang struktur organisasi dan sumber daya manusia di BUMN.

Berdasarkan pra-riset yang telah peneliti lakukan, ditemukan beberapa
kendala dan fenomena menarik dari pelaksanaan e-procurement di PT PLN
(Persero) UID Lampung. Selanjutnya, akan diidentifikasi terkait faktor-
faktor penghambat pelaksanaan e-procurement di PT PLN (Persero)
tersebut. Relevansi penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian ini
adalah tinjauan penerapan kebijakan e-procurement yang digunakan
sebagai alat atau aplikasi dalam proses pengadaan barang/jasa di BUMN.
Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
dengan topik “Implementasi Kebijakan E-Procurement pada Pengadaaan
Barang/Jasa di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung”.



1.2

1.3

1.4
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Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan e-procurement di PT PLN (Persero)
Unit Induk Distribusi (UID) Lampung?

2. Apa saja yang menjadi faktor—faktor penghambat pada implementasi
kebijakan e-procurement di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi
(UID) Lampung?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan hasil implementasi dari kebijakan e-procurement yang
telah berlaku di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung
terhadap proses pengadaan barang/jasa.

2. Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan e-
procurement di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung
dalam proses pengadaan barang/jasa.

3. Memberikan saran terkait upaya untuk mengatasi faktor yang
menghambat implementasi kebijakan e-procurement di PT. PLN

(Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung.

Manfaat Penelitian

Berikut manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini.

1. Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian diharapkan mampu memberikan pengembangan
pada ilmu administrasi negara, khususnya pada implementasi kebijakan
e-procurement. Penelitian ini juga diharapkan dapat membuktikan bahwa
penerapan e-procurement mampu meningkatkan proses pengadaan
barang/jasa di PT PLN (Persero) UID Lampung secara siginifikan. Selain

itu, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan standar
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bagi peneliti selanjutnya dengan disiplin ilmu yang sama, sehingga dapat
memperkaya literatur dan praktik di bidang administrasi negara.

. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, pengetahuan, dan
informasi sebagai referensi bagi PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi
(UID) Lampung, masyarakat, serta para pemangku kepentingan lainnya
yang terkait langsung dengan implementasi kebijakan e-procurement.
Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi panduan
praktis bagi instansi serupa dalam mengadopsi dan mengoptimalkan
kebijakan e-procurement, sehingga dapat memberikan manfaat nyata

dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik yang lebih baik.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya yang digunakan dalam tinjauan pustaka
digunakan peneliti untuk membuat alur yang teratur dalam hal konsep dan
teori. Pada topik yang akan diteliti terkait “Implementasi Kebijakan E-
Procurement pada Pengadaan Barang/Jasa di PT PLN (Persero) Unit Induk
Distribusi (UID) Lampung”, peneliti melakukan peninjauan pada penelitian
terdahulu menggunakan penelitian-penelitian sebelumnya sebagai rujukan
atau standar. Adapun beberapa penelitian sebelumnya berkaitan dengan

topik penelitian yang akan dilakukan.

Pada penelitian pertama yang dilakukan Zuhri & Arofi (2021) dengan fokus
penelitian terletak pada sejaunh mana penerapan e-procurement berjalan
sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) khususnya pada
aspek keterbukaan informasi dan transparansi demi terwujudnya efektivitas
dalam penerapan e-procurement di PT Pertagas Niaga pada tahun 2018.
Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa penerapan
pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan menggunakan sistem
e-procurement di PT Pertagas Niaga sudah efektif dalam mewujudkan tata
kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) karena telah

memenuhi aspek transparansi dan keterbukaan informasi.

Pada penelitian kedua yang dilakukan oleh Ramadhan dan Rahman (2022)
yang memiliki fokus penelitian pada analisis implementasi kebijakan
pengadaan barang/jasa melalui e-procurement dengan ruang lingkupnya
terbatas pada apakah sistem tersebut dapat berfungsi atau tidak dalam
memudahkan proses pengadaan Barang /Jasa di pemeritahan pada Layanan

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kota Depok. Hasil penelitian ini
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menyatakan bahwa implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa melalui
e-procurement di Kota Depok sudah berjalan cukup baik, dilihat dari adanya
keterbukaan informasi mulai dari pengumuman pemenang tender hingga
tahapan-tahapan proses pengadaan, tersedia dan dapat diakses oleh
masyarakat melalui situs web Layanan Pengadaan Secara FElektronik
(LPSE) Kota Depok. Hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan publik
serta dapat mengurangi potensi terjadinya korupsi pada proses pelaksanaan

pengadaan barang dan jasa di Kota Depok.

Selanjutnya, pada penelitian ketiga yang dilakukan oleh Koswara dkk
(2023) dengan fokus penelitian berupa pendekatan target Daft, yaitu hasil
implementasi e-procurement di PT Badak NGL sesuai atau tidak dengan
prinsip-prinsip e-procurement yang ditetapkan oleh PERMEN BUMN No.
8 Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukan implementasi pengadaan barang
dan jasa secara elektronik telah berjalan dengan efektif berdasarkan
indikator-indikator pada seluruh prinsip yang ada. Sehingga, jika indikator
efektivitas tercapai dan tujuan e-procurement berdasarkan PERMEN

BUMN No. 8 Tahun 2019 terpenuhi, maka efisiensi akan meningkat.

Pada penelitian keempat yang dilakukan oleh Azizah dan Maryono (2024)
yang memiliki fokus penelitian pada faktor-faktor yang mempengaruhi
penerapan sistem e-procurement berjalan di PT PLN (Persero) Unit Induk
Distribusi (UID) Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah serta kendala
yang dihadapi. Kemudian, hasil penelitian menunjukkan implementasi e-
procurement sudah dilaksanakan dengan cukup baik berdasarkan indikator
kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu. Namun, terdapat kendala berupa
kurangnya penyuluhan atau sosialisasi teknologi kepada para pengguna

(user) e-procurement ketika proses pengadaan dilakukan.

Kemudian, pada penelitian kelima yang dilakukan oleh Sulistiyo dan
Rahadian (2022) dengan fokus penelitian pada implementasi kebijakan
melalui pengadaan langsung melalui sistem e-order yang diluncurkan pada

7 Januari 2020, serta manfaatnya bagi pelaku usaha khususnya UMKM di
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DKI Jakarta dan seberapa efektif bagi SKPD/Satuan SKPD dalam
pengadaan barang. Penelitian ini melihat implementasi kebijakan menurut
Ripley & Franklin yang menyatakan terdapat tiga faktor keberhasilan
implementasi kebijakan yaitu perspektif kepatuhan, perspektif kelancaran
rutinitas fungsi, serta perspektif kinerja dan dampak. Berdasarkan tiga
tersebut, perspektif kelancaran rutinitas fungsi merupakan faktor yang
belum terpenuhi akibat kurang memadainya tempat penyimpanan data
(server) seperti server down dan lambat yang menyebabkan terhambatnya

proses pengadaan tersebut.

Walaupun penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan pandangan
secara menyeluruh terhadap implementasi e-procurement baik di sektor
pemerintahan dan sektor BUMN, akan tetapi perlu diingat bahwa setiap
instansi menghadapi berbagai tantangan, dinamika, dan strategi yang
berbeda dengan instansi yang lain. Sehingga, penelitian yang akan
dilakukan oleh peneliti memiliki fokus terkait kebijakan pengadaan
barang/jasa secara elektronik (e-procurement) yang diterapkan di PT PLN
(Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung. Penelitian ini
menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Ripley & Franklin
(1986), yang merincikan tiga faktor keberhasilan implementasi kebijakan
yaitu kepatuhan implementor, lancarnya rutinitas fungsi, dan terwujudnya
kinerja dan dampak yang dikehendaki dalam menjawab permasalahan
penelitian. Selain itu, banyak penelitian terdahulu yang berfokus pada hasil
jangka pendek, sehingga peneliti berkontribusi dalam ruang lingkup
penelitian implementasi sistem e-procurement dengan berfokus pada hasil
implementasi berdasarkan kinerja dan dampak, selanjutnya akan
diidentifikasi juga faktor-faktor yang menghambat penerapan e-

procurement di PT PLN (Persero) UID Lampung.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik telah menjadi konsep yang mendasar dalam pengelolaan
pemerintahan modern. Easton dalam Kadir (2020) mendefinisikan

kebijakan publik sebagai proses penempatan nilai-nilai kepada seluruh
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masyarakat melalui otoritas pemerintah. Pandangan ini menekankan bahwa
hanya pemerintah yang memiliki legitimasi untuk menentukan tindakan

atau keputusan yang memengaruhi kepentingan umum.

Tujuan dari kebijakan publik dirancang untuk untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Hal ini
mencakup pengaturan tata kelola, penyediaan layanan publik, dan upaya
menciptakan lingkungan yang tertib dan teratur (Ramdhani & Ramdhani.,
2017). Prayogo (2022) menambahkan bahwa kebijakan publik memberikan
arahan atau solusi terhadap isu-isu yang memengaruhi kehidupan
masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Selain itu, Cohen
dkk. (2023) menjelaskan bahwa kebijakan publik hadir sebagai pedoman
yang mengatur interaksi sosial dan perilaku individu agar sesuai dengan
norma dan hukum yang berlaku. Pedoman tersebut mencakup pengesahan
undang-undang, alokasi anggaran, atau pengembangan program yang
bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat (Maulana &

Nugroho, 2019).

Pada perkembangan modern, kebijakan publik tidak hanya bertujuan untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat tetapi juga untuk menciptakan
lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan. Janssen dkk. (2018) mencatat
bahwa perkembangan teknologi membawa tantangan baru bagi pemerintah
dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap era digital. Menurut
Sudargini dan Purwanto (2020), kebijakan publik harus adaptif terhadap
perubahan ini dengan tetap mengutamakan kebutuhan masyarakat dan
memastikan nilai-nilai keadilan sosial. Tantangan seperti perubahan iklim,
ketimpangan sosial, dan transformasi digital membutuhkan kebijakan yang
inovatif untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat.
Pada prosesnya, kebijakan publik memiliki lima tahapan yang umumnya
sering digunakan menurut Dunn dalam Sukmana dkk. (2022), yaitu:
1. Penyusunan agenda, merupakan proses penting yang digunakan untuk
merumuskan masalah, mendefinisikan permasalahan, dan memulai

langkah awal dalam proses pembuatan kebijakan. Sehingga,
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membantu memprioritaskan isu-isu yang perlu ditangani dan
memberikan arah bagi pembuatan kebijakan di tahap selanjutnya.

2. Formulasi kebijakan, merupakan langkah penting yang dilakukan oleh
pemerintah dalam merumuskan berbagai alternatif kebijakan untuk
mengatasi permasalahan yang dihadapi. Para pengambil kebijakan
mengevaluasi beragam opsi yang tersedia dan mempertimbangkan
dampak dari setiap alternatif.

3. Rekomendasi/adopsi kebijakan, dilakukan dengan memberikan saran
terkait penilaian tingkat bahaya dan kerentanan, mengenali berbagai
dampak yang mungkin terjadi, mencirikan standar yang berlaku,
hingga menentukan kewajiban dalam pelaksanaan kebijakan. Tahap
ini sangat penting karena rekomendasi/adopsi kebijakan berperan
dalam keberhasilan implementasi.

4. Implementasi Kebijakan, berkaitan dengan upaya-upaya untuk
mencapai tujuan yang diinginkan dari penetapan suatu kebijakan.
Tahap ini berfokus pada bagaimana pemerintah bekerja atau langkah-
langkah yang diambil untuk memastikan kebijakan tersebut
menghasilkan kondisi yang telah direncanakan sebelumnya.

5. Evaluasi/Penilaian Kebijakan, berkaitan dengan peninjauan ulang
terhadap pelaksanaan kebijakan. Tahap ini menitikberatkan pada
identifikasi hasil dan dampak yang muncul dari implementasi

kebijakan tersebut.

Berdasarkan pendapat ahli yang telah dijelaskan, kebijakan publik dapat
disimpulkan sebagai serangkaian keputusan dan tindakan strategis yang
dirumuskan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,
menyelesaikan masalah publik, serta menciptakan tata kelola yang tertib,
adil, dan berkelanjutan. Kebijakan ini memiliki legitimasi hukum yang
bersifat mengikat, bertujuan untuk mengatur interaksi sosial, perilaku
individu, dan alokasi sumber daya agar menciptakan nilai tambah bagi
masyarakat. Selain itu, kebijakan publik juga harus adaptif terhadap
perubahan zaman, termasuk menghadapi tantangan transformasi digital,

ketimpangan sosial, dan isu-isu global lainnya, sehingga mampu
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memberikan solusi yang relevan dan inovatif untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

Pada topik yang akan diteliti yaitu terkait kebijakan e-procurement di PT
PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung, kebijakan tersebut memiliki
keterkaitan erat dengan kebijakan publik karena pengadaan barang/jasa
merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan terutama dalam tata
kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Kebijakan e-
procurement mencerminkan upaya pemerintah atau institusi publik untuk
memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengadaan
barang/jasa, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Hal ini sejalan dengan tujuan kebijakan publik yang berfokus pada
penyelesaian masalah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain
itu, e-procurement merupakan respons pemerintah terhadap tantangan
transformasi digital yang menunjukkan adaptasi kebijakan publik terhadap
perubahan teknologi untuk menciptakan tata kelola yang lebih terbuka dan

berkelanjutan.

Implementasi Kebijakan Publik

Kusumardani (2023) berpendapat bahwa dari kelima proses atau tahapan
kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang paling
dominan dibandingkan dengan tahapan lainnya. Hal ini dikarenakan,
implementasi kebijakan menjadi langkah yang sangat penting dalam
menjalankan program kebijakan publik agar dapat mencapai tujuan atau
dampak yang diinginkan. Menurut penjelasan Mazmanian dan Sabatier
dalam Pramono (2020), implementasi melibatkan berbagai langkah nyata
yang bertujuan untuk mewujudkan kebijakan dalam pelaksanaannya. Proses
implementasi kebijakan menghubungkan tujuan yang ingin dicapai dengan
pelaksanaan kebijakan tersebut serta hasil yang diperoleh dari tindakan
pemerintah, sehingga memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan dapat

menghasilkan dampak yang diharapkan.
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Deleon dan Deleon (2001) dalam Fauzia (2024) menyatakan bahwa terdapat
beberapa pendekatan dalam implementasi kebijakan publik yang dibagi ke
dalam tiga generasi, yaitu: (1) Pada tahun 1970-an, implementasi kebijakan
dilihat sebagai proses yang menghadapi berbagai tantangan, terutama yang
timbul dari interaksi antara perumusan kebijakan di tingkat teori dan
pelaksanaannya di lapangan. (2) Pada tahun 1980-an, muncul generasi baru
yang memperkenalkan pendekatan “top-down” yang menekankan
pentingnya peran birokrasi dalam menjalankan kebijakan yang telah
ditetapkan melalui proses demokratis dan hierarkis yang dimulai dari
otoritas tertinggi hingga pelaksana di lapangan. (3) Pada tahun 1990-an,
muncul sebuah gagasan yang menekankan bahwa faktor-faktor perilaku
yang ditunjukkan oleh para pelaksana (implementor) memiliki peran
penting dalam menentukan keberhasilan proses tersebut seperti, interaksi,

motivasi, dan sikap individu berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan

Menurut Ramadhan dan Rahman (2022) implementasi kebijakan adalah
sebuah proses yang keberhasilannya dapat diukur melalui pencapaian hasil
yang telah ditetapkan. Hal ini dijelaskan oleh Edward III (1980) dalam
Subarsono (2022), implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai salah
satu unsur penting dalam proses kebijakan yang terletak di antara tahap
pengembangan kebijakan dan dampak yang dihasilkan, seperti output dan
outcome. Jika output dan outcome tersebut rendah atau bahkan tidak ada,
maka dapat dikatakan bahwa kebijakan tersebut belum dilaksanakan dengan
baik atau mungkin telah gagal dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Oleh
karena itu, Edward III mengemukakan bahwa terdapat empat faktor penting
untuk keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu komunikasi,
sumber daya, disposisi atau sikap para pelaksana, dan struktur birokrasi.
Selain itu, faktor-faktor tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling
berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain dalam proses pelaksanaan
kebijakan. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa perubahan pada salah satu
faktor dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan secara

keseluruhan.
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Kemudian, Jones (1984) dalam Dewi (2022) menjelaskan bahwa
implementasi kebijakan adalah serangkaian kegiatan yang diarahkan untuk
mewujudkan sebuah program dengan tujuan menghasilkan dampak tertentu.
Lebih lanjut, Jones (1984) dalam Ponto & Tasik (2016) menyatakan bahwa
implementasi kebijakan melibatkan tiga kegiatan utama, yaitu organisasi
(organization), interpretasi (interpretation), dan aplikasi (application).
Organisasi berkaitan dengan penyusunan struktur dan pengalokasian
sumber daya yang diperlukan agar kebijakan dapat dijalankan secara efektif.
Interpretasi merujuk pada proses memahami dan menerjemahkan kebijakan
ke dalam pedoman operasional yang dapat diimplementasikan. Sementara
itu, aplikasi merupakan tahap pelaksanaan kebijakan dalam praktik nyata,
di mana kebijakan yang telah dirancang dan diterjemahkan mulai dijalankan

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berbeda halnya dengan yang dinyatakan oleh Ripley & Franklin dalam Putri
& Suparti (2021) berpendapat bahwa implementasi merupakan proses yang
terjadi setelah penetapan undang-undang dengan memberikan otoritas untuk
menjalankan program, kebijakan, keuntungan (benefit) bagi publik, serta
bagaimana suatu program atau kebijakan tersebut menghasilkan keluaran
yang nyata (tangible output). Implementasi tersebut merujuk pada
serangkaian kegiatan yang muncul setelah adanya pernyataan maksud atau
perumusan tujuan dari suatu program beserta hasil yang diharapkan oleh
pihak pejabat pemerintah (Adriansyah dkk., 2021). Selain itu, Ripley &
Franklin (1986) dalam bukunya yang berjudul “Policy Implementation
Bureaucracy”, disebutkan mengenai “three conceptions relating to
successful implementation” atau terdapat tiga konsepsi yang berkaitan
dengan keberhasilan implementasi, yaitu sebagai berikut.
a. Kepatuhan (compliance)
Kepatuhan dipahami sebagai keberhasilan implementasi dalam artian
sempit, yaitu sebagai kepatuhan para pelaksana (implementor) dalam
melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam ketentuan tertentu atau
dokumen kebijakan (undang-undang, peraturan pemerintah, dan

program). Pada pelaksanaan kebijakan, implementor terikat oleh
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keharusan untuk mematuhi isi kebijakan tersebut berupa arahan yang
telah ditetapkan dan memiliki konsenkuensi tersendiri. Oleh karena itu,
dilihat dari perspektif perilaku, kepatuhan kelompok sasaran merupakan
faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

b. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi (smoothly functioning routines)
Keberhasilan implementasi kebijakan program ditentukan oleh
kelancaran rutinitas fungsi dan ketiadaan masalah. Teori implementasi
Ripley dan Franklin (1986) menyatakan bahwa yang dimaksud bukanlah
menghilangkan masalah, melainkan tidak adanya masalah yang berarti.
Kadji (2016) menambahkan bahwa kelancaran dan bebas dari masalah
adalah hal yang diupayakan dalam implementasi kebijakan publik, di
mana para pelaksana (implementor) kebijakan harus berusaha
semaksimal mungkin mengurangi setiap kendala yang muncul selama
proses implementasi, sehingga setiap implementor diharapkan berperan
sebagai pemecah masalah (problem solver).

c. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki (desired
performance in and impact)
Keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan ditentukan
oleh kinerja serta dampak atau manfaat yang diharapkan dari keseluruhan
kebijakan yang ada. Menurut Ripley & Franklin (1986), keberhasilan
implementasi dibagi menjadi dua aspek, yaitu pencapaian kinerja
kebijakan, yang lebih berfokus pada hasil implementasi dalam jangka
pendek, dan pencapaian dampak kebijakan yang diartikan sebagai hasil
implementasi dalam jangka panjang. Implementasi yang berhasil
mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama
kelompok penerima atau terdampak manfaat dari suatu program atau
kebijakan.

Berikut adalah perbandingan teori implementasi kebijakan antara Edward

I, Jones dan Ripley & Franklin.
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Tabel 3 Perbandingan Teori Implementasi Kebijakan

Persamaan

Perbedaan

Ketiga teori ini saling melengkapi, yaitu
Edward III menyajikan faktor-faktor dasar
yang diperlukan untuk memfasilitasi
implementasi kebijakan, Jones melengkapi
dengan tahapan yang jelas untuk
memastikan kebijakan diimplementasikan
sesuai dengan lapangan, sementara Ripley
& Franklin mengukur keberhasilan dengan
berfokus kepatuhan, kelancaran rutinitas,
dan hasil nyata. Sehingga dari ketiga
pendekatan tersebut, dapat memahami
implementasi  kebijakan, dari tahap
persiapan dan pelaksanaan hingga penilaian
hasil, agar memungkinkan tercapainya
dampak yang optimal dari kebijakan publik.

Edward III memiliki pendekatan yang
lebih fokus pada persyaratan, teori Jones
lebih melihat pada alur proses, dan teori
Ripley & Franklin menekankan pada hasil
akhir, sehingga ketiganya membentuk
pandangan  yang nyata  terhadap
implementasi  kebijakan.  Perbedaan
tersebut memperlihatkan bahwa teori
Edward III dan Jones lebih terarah pada
proses dalam organisasi serta interpretasi
kebijakan, sedangkan Ripley & Franklin
lebih melihat keberhasilan dari perspektif
implementor (kepatuhan berdasarkan
peraturan yang ditetapkan), kinerja jangka
panjang dan dampak yang dihasilkan.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024

Teori implementasi kebijakan oleh Ripley & Franklin (1986) menjadi
pilihan dalam penelitian ini karena teori tersebut menyoroti tiga aspek kunci
dalam keberhasilan implementasi, yaitu kepatuhan implementor. kelancaran
rutinitas fungsi, dan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki.
Pada e-procurement di PT PLN (Persero) UID Lampung, ketiga aspek ini
relevan untuk menganalisis sejauh mana pelaksanaan kebijakan e-
procurement berjalan sesuai dengan regulasi, efektif dalam mengelola

pengadaan barang/jasa, dan berhasil memenuhi tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan pra riset yang peneliti lakukan, terdapat beberapa kendala yang
diidentifikasi, seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dan
keharusan pengumpulan berkas fisik, mengindikasikan adanya tantangan
pada aspek kepatuhan implementor dan kelancaran rutinitas fungsi, yang
selanjutnya dapat mempengaruhi kinerja dan dampak yang diinginkan. Hal
tersebut sejalan dengan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini dan
dengan penggunaan teori tersebut diharapkan akan memberikan jawaban
terkait permasalahan penelitian. Pemanfaatan teori ini akan membantu
peneliti dalam melakukan analisis yang lebih menyeluruh terkait
implementasi kebijakan e-procurement pada pengadaan barang/jasa serta
menganalisis faktor penghambat dari pelaksanaan e-procurement di PT

PLN (Persero) UID Lampung.
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2.4 Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang dan jasa merupakan proses yang dilakukan oleh suatu
organisasi untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan demi
mendukung kelancaran operasionalnya. Menurut Rizki (2018), pengadaan
meliputi serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan kebutuhan hingga
penyelesaian pengadaan dengan tujuan mendapatkan barang atau jasa yang
sesuai dengan spesifikasi, kualitas, dan anggaran yang telah ditetapkan.
Definisi ini sejalan dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang
menjelaskan bahwa pengadaan barang/jasa bertujuan untuk memperoleh
hasil yang optimal dengan proses yang transparan, akuntabel, efisien, dan
efektif. Barang didefinisikan sebagai setiap benda, baik berwujud maupun
tidak berwujud, sementara jasa merujuk pada berbagai layanan profesional
yang mengandalkan keahlian tertentu (Kirana, 2020). Berdasarkan definisi
tersebut, pengadaan menjadi aspek penting dalam memenuhi kebutuhan
organisasi, baik di sektor publik maupun swasta.

Tahapan pengadaan barang dan jasa mencakup perencanaan, proses
pengadaan, serta pengawasan dan evaluasi. Perencanaan menjadi langkah
awal untuk mengidentifikasi kebutuhan dan memastikan efisiensi alokasi
anggaran (Maharani & Wibowo, 2023). Proses pengadaan meliputi
pemilihan metode seperti lelang atau penunjukan langsung, evaluasi
penyedia, hingga negosiasi kontrak. Pengawasan dilakukan untuk
memantau kualitas, ketepatan waktu, dan kepatuhan terhadap kontrak.
Proses ini diatur oleh berbagai regulasi, seperti Keputusan Presiden No. 80
Tahun 2003 yang menjadi pedoman awal pengadaan barang/jasa

pemerintah.

Proses pengadaan barang dan jasa harus didasarkan pada prinsip-prinsip
pengadaan seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kompetisi yang
sehat. Transparansi dalam pengadaan barang dan jasa memastikan bahwa
semua tahapan dalam proses tersebut dapat dipantau oleh pihak terkait dan
masyarakat umum, lalu akuntabilitas menekankan pentingnya tanggung

jawab setiap pihak yang terlibat (Radianto dkk., 2020). Selain itu, efisiensi
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dan efektivitas dalam pengadaan barang dan jasa sangat penting untuk
menghindari pemborosan anggaran dan memastikan penggunaan sumber
daya secara optimal. Namun, tantangan seperti kurangnya transparansi,
komunikasi yang tidak efektif, kendala administratif, serta potensi
kecurangan masih menjadi hambatan dalam pengadaan barang dan jasa
terutama pada pengadaan metode konvensional (Valila, 2020).

Menyadari hal ini, pemerintah memutuskan untuk menghentikan
penggunaan sistem pengadaan konvensional secara bertahap dan membatasi
penggunaannya. Keputusan tersebut diambil pemerintah sebagai langkah
awal untuk memperbaiki proses pengadaan dengan mengadopsi sistem yang
lebih modern dan transparan. Hal ini dilakukan guna mengurangi
penyimpangan serta meningkatkan kualitas layanan publik (Rahayu dan
Murtinah, 2022).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pengadaan barang dan jasa dapat
dipahami sebagai serangkaian proses yang dilakukan oleh organisasi untuk
memperoleh barang dan jasa yang diperlukan demi kelancaran
operasionalnya. Proses ini mencakup tahapan mulai dari perencanaan
kebutuhan, pemilihan penyedia, hingga penyelesaian pengadaan dengan
memastikan bahwa barang dan jasa yang diperoleh sesuai dengan
spesifikasi, kualitas, dan anggaran yang telah ditetapkan. Pada topik
penelitian ini di PT PLN (Persero) UID Lampung, pengadaan barang dan
jasa berperan penting dalam mendukung kegiatan operasional yang
mencakup pengadaan material, alat, dan layanan yang diperlukan untuk
menjaga kelancaran distribusi listrik. Proses ini dilakukan dengan mengikuti
prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta kompetisi yang sehat,
guna memastikan pengadaan dilakukan secara optimal tanpa
penyimpangan. Dengan demikian, pengadaan barang dan jasa di PLN harus
dilaksanakan secara terstruktur dan mengacu pada peraturan yang berlaku,

sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan.
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2.5 Pengadaan Barang/Jasa Elektronik (E-Procurement)

Bentuk penyelenggaraan e-government untuk mencapai good governance
dapat melalui kebijakan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah
secara elektronik atau yang dikenal dengan e-procurement (Ratnawati &
Suryawan, 2021). Istilah “e-procurement” merujuk pada penggunaan
platform elektronik serta teknologi digital dalam pelaksanaan proses
pengadaan barang dan jasa yang terotomatisasi, mulai dari pengumuman
tender, pengajuan penawaran, hingga pengelolaan kontrak dan manajemen
pemasok. Selanjutnya, Haryono (2022) menambahkan bahwa sistem e-
procurement telah banyak diadopsi oleh berbagai organisasi karena
kemampuannya untuk mengurangi biaya administrasi, serta meningkatkan

efisiensi dalam setiap tahap pelaksanaannya.

E-procurement merupakan sebuah kebijakan publik yang mendapat
dukungan penuh untuk dilaksanakan dari Presiden Indonesia pada tahun
2010. Kemudian secara tegas diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010. Peraturan tersebut merupakan peraturan pertama yang
mewajibkan untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa pemerintah
secara elektronik. Selain itu, pemerintahan daerah seperti pemerintah
provinsi, kabupaten, dan kota diwajibkan untuk mengadopsi sistem

pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik ini (Suprianto dkk., 2019).

Peraturan tentang barang/jasa terus mengalami perubahan dari waktu ke
waktu. Perubahan terbarunya terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 mengenai pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah.
Peraturan tersebut juga menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pelaksanaan
pengadaan barang/jasa di pemerintah Indonesia yang terdiri dari enam
prinsip diantaranya, efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak
diskriminatif, dan akuntabel. Pengadaan barang dan jasa di Indonesia dapat
dilakukan pada pelelangan umum yang dilakukan secara elektronik melalui
platform Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) merupakan salah
satu contoh nyata bagaimana teknologi komunikasi dan informasi

dimanfaatkan dalam proses pengadaan. Sistem ini memungkinkan seluruh



2.6

25

tahapan lelang dilakukan secara online, mulai dari pengumuman hingga
evaluasi dan penentuan pemenang semuanya dilakukan melalui

infrastruktur digital yang telah disediakan (Juniawan, 2021).

Pada lingkungan BUMN, peraturan tentang pengadaan barang dan jasa telah
mengalami beberapa revisi, dengan yang terbaru ditetapkan melalui
Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/03/2023 pada 3 Maret
2023. Peraturan ini membawa sejumlah perubahan penting untuk
meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses
pengadaan. Beberapa aspek penting yang ditekankan dalam peraturan ini
meliputi penguatan peran Komite Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa
BUMN, kewajiban bagi BUMN untuk mempublikasikan informasi
pengadaan secara lengkap dan mudah diakses oleh publik melalui platform
daring, serta dorongan untuk menggunakan sistem pengadaan elektronik (e-
procurement) guna mempermudah proses pengadaan. Selain itu, peraturan
ini juga mencakup penyesuaian nilai paket pengadaan serta penegasan

ketentuan terkait mekanisme pengadaan.

Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pemikiran memiliki peran penting dalam membantu peneliti
memastikan formulasi masalah serta memilih model yang paling sesuai
dengan tujuan penelitian, sehingga dapat memahami arah penelitian secara
lebih terstruktur dan fokus. Penjelasan secara kualitatif diberikan dengan
kerangka pemikiran yang mampu menjelaskan hubungan antara variabel-
variabel tersebut secara lebih jelas dan sistematis. Berikut kerangka pikir

dari penelitian ini digambarkan sebagai berikut.

hk
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Sistem pengadaan barang/jasa konvensional rentan adanya kecurangan sehingga munculnya
permasalahan seperti masalah kepercayaan, pemborosan waktu, sumber daya manusia, dan finansial
yang menghambat keseluruhan proses pengadaan barang/jasa

1

Pemerintah menginisiasi penerapan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui
Penerbitan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021

|

PT PLN (Persero) UID Lampung mengadopsi sistem e-procurement sebagai bagian dari upaya mendukung
kebijakan pemerintah dalam digitalisasi pengadaan barang/jasa. Implementasi berpedoman pada Perdir No.
0018 Tahun 2023 yang bersumber dari ketentuan Permen BUMN Nomor 2 Tahun 2023

|

1. Dokumen persyaratan yang telah diunggah penyedia ke dalam sistem e-procurement, tetap dikumpulkan secara fisik
ke kantor PLN UID Lampung.

2. Adanya gangguan pada sistem e-procurement seperti error dan bug serta koneksi internet yang berpengaruh dalam
prosesnya.

3. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia akibat mutasi pegawai dalam kurun waktu singkat.

. - -
P -
P -
- ==
- -
- ==
- -
- -
= -

oo AT T e e eIz _____
1
1
: Implementasi kebijakan e-procurement akan ditinjau melalui Mengkaji faktor-faktor penghambat
1 pendekatan menurut Ripley & Franklin (1986), yaitu: dalam implementasi kebijakan
: 1. Kepatuhan e-procurement di PT PLN (Persero)
1 2. Kelancaran rutinitas fungsi Unit Induk Distribusi Lampung
: 3. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki
1

Keberhasilan implementasi kebijakan e-procurement pada pengadaan
barang/jasa di PT PLN (Persero) UID Lampung

Keterangan:

mmm) : Alur Utama

- - - : Fokus Penelitian

Gambar 2. Kerangka Pemikiran
Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024
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III. METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan
pendekatan deskriptif. Menurut Creswell dalam Murdiyanto (2020),
penelitian kualitatif diartikan sebagai langkah atau prosedur penelitian suatu
masalah atau fenomena sosial dan manusia. Bogdan dan Taylor dalam
Waruwu (2023) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif menghasilkan
deskripsi data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku dan subjek
yang diamati atau diteliti secara terperinci. Hal ini disebabkan oleh
penggunaan metode kualitatif dalam penelitian menghasilkan informasi
secara deskriptif tentang partisipan dan perilaku yang diamati baik dalam

bentuk tertulis maupun lisan.

Pendekatan deskriptif yang digunakan dalam penelitian in1 memiliki tujuan
untuk menjawab permasalahan terbaru melalui informasi yang dikumpulkan
dari hasil wawancara, pengamatan langsung, catatan ilmiah, hingga
dokumentasi. Berdasarkan penelitian ini, peneliti bermaksud untuk
menjelaskan implementasi kebijakan e-procurement dan faktor penghambat

yang dihadapi oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian memiliki peran penting dalam membatasi ruang lingkup
penelitian agar tetap selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Peneliti dapat
menghindari pembahasan isu-isu yang tidak relevan atau di luar lingkup
penelitian dengan menetapkan fokus yang jelas. Hal ini sangat penting
untuk memastikan bahwa proses pengumpulan data dilakukan secara terarah

dan tidak berlebihan, sehingga peneliti tidak kesulitan dengan jumlah data
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yang mungkin diperoleh dari lapangan. Selain itu, fokus penelitian juga

membantu mengarahkan perhatian peneliti untuk tetap berada dalam jalur

yang sesuai dengan topik yang diinginkan. Dengan demikian, hasil
penelitian menjadi lebih akurat dan terfokus pada inti masalah yang sedang
dikaji.

1. Fokus pertama pada penelitian ini adalah implementasi kebijakan e-
procurement pada pengadaan barang/jasa di PT PLN (Persero) Unit
Induk Distribusi Lampung. Teori implementasi kebijakan yang
digunakan oleh peneliti adalah menurut Ripley & Franklin (1986) yang
memiliki tiga faktor kunci dalam memberikan pengaruh terhadap
keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

a. Kepatuhan (compliance)

i). Kesesuaian proses pengadaan barang/jasa dengan peraturan
yang ditetapkan.

ii). Perilaku implementor terhadap kebijakan berupa arahan dan
pemahaman mengenai sistem e-procurement yang ditetapkan
pada peraturan.

iii). Mekanisme pengawasan terhadap proses pengadaan
barang/jasa.

b. Kelancaran rutinitas fungsi (smoothly functioning routines)

1). Kejelasan proses/tahapan  implementasi kebijakan e-
procurement di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi
Lampung.

i1). Fungsi pada sistem e-procurement di PT PLN (Persero) Unit
Induk Distribusi Lampung.

ii1). Koordinasi para implementor dalam pelaksanaan kebijakan.

c. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki (desired
perfomance in and impact)

1). Kinerja kebijakan untuk pencapaian hasil implementasi
kebijakan e-procurement dalam waktu yang jangka pendek.

i1). Dampak kebijakan untuk pencapaian hasil implementasi

kebijakan e-procurement dalam waktu yang jangka panjang.
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2. Fokus penelitian selanjutnya adalah mengkaji faktor-faktor penghambat
dalam implementasi kebijakan e-procurement di PT PLN (Persero) Unit
Induk Distribusi Lampung. Penelitian ini akan menelaah berbagai faktor
internal maupun eksternal yang muncul dan berpotensi menghambat

pelaksanaan kebijakan e-procurement tersebut.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID)
Lampung yang dipilih berdasarkan relevansi wilayah dengan fenomena
yang diamati terkait pelaksanaan sistem e-procurement. Penelitian di lokasi
ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai kondisi
aktual pada implementasi kebijakan e-procurement. PT PLN UID Lampung
sebagai tempat yang strategis untuk mengkaji bagaimana sistem tersebut
dioperasikan, mengingat adanya beberapa temuan awal terkait tantangan
dan peluang yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini
bertujuan untuk memberikan saran atau masukan yang dapat berkontribusi
dalam perbaikan dan penyempurnaan sistem e-procurement, sehingga
diharapkan dapat meningkatkan proses pengadaan barang dan jasa di
lingkungan PT PLN UID Lampung. Dengan demikian, penelitian ini
mengangkat tema “Implementasi Kebijakan E-Procurement pada
Pengadaan Barang/Jasa di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID)

Lampung”.

Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian mengacu pada fakta empiris yang dikumpulkan oleh
peneliti dengan tujuan untuk memecahkan masalah atau menemukan
jawaban atas pertanyaan penelitian. Proses pengumpulan data ini
memainkan peran penting dalam menyediakan informasi yang mendukung
analisis dan kesimpulan yang valid. Berikut adalah dua jenis dan sumber

data yang digunakan dalam penelitian.



30

a. Data Primer
Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber
pertama melalui interaksi langsung dengan objek penelitian. Dalam
penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui metode wawancara dan
observasi lapangan. Wawancara dilakukan secara langsung dengan
narasumber yang relevan, sementara observasi dilakukan untuk
memahami lebih jauh implementasi kebijakan e-procurement di PT
PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung. Kemudian, terdapat dua
instrumen utama digunakan selama proses pengumpulan data, yaitu alat
perekam suara dan catatan tertulis yang mendokumentasikan hasil
wawancara dan pengamatan di lapangan. Melalui pendekatan ini,
peneliti dapat memperoleh wawasan terkait praktik e-procurement yang
diterapkan di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung.
b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bukti pendukung yang diambil dari berbagai
sumber tertulis, yang digunakan oleh peneliti sebagai informasi
tambahan dalam menganalisis data primer. Data ini berfungsi sebagai
pelengkap yang membantu memperkaya dan memperkuat temuan
penelitian. Beberapa sumber yang dijadikan referensi dalam
pengumpulan data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan,
peraturan menteri, peraturan direksi PT PLN (Persero), keputusan
direksi, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penggunaan
sistem e-procurement. Selain itu, artikel, jurnal ilmiah, situs resmi
perusahaan, dan berbagai data relevan lainnya turut dimanfaatkan

sebagai bahan pendukung dalam proses penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara
Menurut Fauzia (2024), wawancara adalah salah satu metode
pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti

dan narasumber yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara
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langsung dari sumbernya. Pada penelitian ini, wawancara berperan

penting untuk memahami secara mendalam pengalaman, pandangan, dan

perspektif individu terkait fenomena yang sedang diteliti yaitu

implementasi kebijakan e-procurement di PT PLN (Persero) UID

Lampung.

Tabel 4. Informan Penelitian

No Jabatan Nama

Informasi

I. Kepala Bidang
Pelaksanan
Pengadaan PT
PLN (Persero)
UID Lampung

Elok Faiqoh
Saptiningratri

Kepatuhan dalam proses pengadaan
barang/jasa  berdasarkan kebijakan
yang telah diatur.

Kelancaran rutinitas tugas dalam proses
pengadaan barang/jasa melalui e-
procurement.

Kinerja dan dampak yang dihasilkan
selama proses pengadaan barang/jasa
melalui sistem e-procurement.
Faktor-faktor  penghambat  selama
proses pengadaan barang/jasa melalui
sistem e-procurement.

2. Verifikator 1 Waulandari
Bidang Pelaksana  Agustini
Pengadaan
Pengadaan PT
PLN (Persero)

UID Lampung

Kepatuhan dalam proses pengadaan
barang/jasa berdasarkan kebijakan
yang telah diatur.

Kelancaran rutinitas tugas dalam
proses pengadaan barang/jasa melalui
e-procurement.

Kinerja dan dampak yang dihasilkan
selama proses pengadaan barang/jasa
melalui sistem e-procurement.
Faktor-faktor ~penghambat selama
proses pengadaan barang/jasa melalui
sistem e-procurement.

3. Verifikator 2 Viyanti
Bidang Pelaksana
Pengadaan
Pengadaan PT
PLN (Persero)

UID Lampung

Kepatuhan dalam proses pengadaan
barang/jasa berdasarkan kebijakan yang
telah diatur.

Kelancaran rutinitas tugas dalam proses
pengadaan barang/jasa melalui e-
procurement.

Kinerja dan dampak yang dihasilkan
selama proses pengadaan barang/jasa
melalui sistem e-procurement.
Faktor-faktor = penghambat selama
proses pengadaan barang/jasa melalui
sistem e-procurement.

4. Operator Bidang Fitri Yulitanti

Pelaksana
Pengadaan
Pengadaan PT
PLN (Persero)
UID Lampung

Kepatuhan dalam proses pengadaan
barang/jasa berdasarkan kebijakan yang
telah diatur.

Kelancaran rutinitas tugas dalam proses
pengadaan barang/jasa melalui e-
procurement.

Kinerja dan dampak yang dihasilkan
selama proses pengadaan barang/jasa
melalui sistem e-procurement.
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d. Faktor-faktor penghambat selama
proses pengadaan barang/jasa melalui

sistem e-procurement

5. Direktur PT Azka  Muhammad a. Kepatuhan dalam pengadaan

Alghazali Rifai barang/jasa  berdasarkan kebijakan
(Penyedia Bidang yang telah diatur.

Jasa Konstruksi: b. Kelancaran rutinitas proses pengadaan
Jasa Instalasi barang/jasa melalui e-procurement.
Jaringan c. Kinerja dan dampak yang dirasakan
Distribusi Tenaga elama proses pengadaan barang/jasa
Listrik Menengah melalui sistem e-procurement.

dan Rendah) d. Faktor-faktor penghambat selama

proses pengadaan barang/jasa melalui

sistem e-procurement.

6. PT Symphos Dewi Rahmi a. Kepatuhan dalam proses pengadaan
Electric (Penyedia  Putri barang/jasa berdasarkan kebijakan yang
Bidang Barang telah diatur.

Kelistrikan: Trafo b. Kelancaran rutinitas proses pengadaan
Distribusi) barang/jasa melalui e-procurement.

c. Kinerja dan dampak yang dirasakan
selama proses pengadaan barang/jasa

melalui sistem e-procurement.

d. Faktor-faktor — penghambat selama
proses pengadaan barang/jasa melalui

sistem e-procurement.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024

Observasi

Observasi atau dikenal dengan istilah pengamatan merupakan metode
penghimpunan data secara langsung di lokasi penelitian. Raco dalam
Fauzia (2024) menjelaskan bahwa observasi memungkinkan peneliti
untuk mencatat secara langsung bagaimana individu bertindak dan
berperilaku dalam situasi tertentu, sehingga dapat memberikan
gambaran mengenai fenomena yang diteliti. Peneliti melakukan
observasi terkait implementasi kebijakan e-procurement untuk
memahami bagaimana diterapkan dalam proses pengadaan barang dan
jasa di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung. Hal ini dapat
dilihat pada tabel 5 terkait daftar observasi yang akan dilakukan.
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Tabel 5. Daftar Observasi
No Objek Informasi

1. Beranda pada e-procurement ~ Menu-menu yang ada di e-procurement
tersedia  informasi  utama  berupa
Pengumuman Pengadaan, Pengumuman
DPT, Hasil Pengadaan, Hasil DPT, dan

Berita.
2. Fitur di sistem e-procurement Pengamatan terkait fitur sistem e-
PLN procurement oleh PLN UID Lampung

3.  Fasilitas kantor di bidang Fasilitas di bidang pengadaan kantor PLN

pengadaan barang/jasa PT UID Lampung masih terdapat ruang arsip

PLN (Persero) UID Lampung  yang menyimpan berkas-berkas terkait
dokumen proses pengadaan

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024

Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan informasi yang
bersumber dari berbagai dokumen aktual, seperti arsip, catatan tertulis,
peraturan perundang-undangan, data biografi, dan dokumen lain yang
berkaitan dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung.
Proses ini bertujuan untuk menyajikan informasi yang lebih mendalam
dan komprehensif mengenai topik penelitian. Berdasarkan hal tersebut,
dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Daftar Dokumentasi

No. Nama Dokumen

1.

Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang pelaksanaan
Good Corporate Governance (GCG) di Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

3. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Negara
(BUMN)

4. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0074.P/DIR/2023 tanggal 23
November 2023 tentang Struktur Organisasi PT PLN (Persero) Unit Induk
Distribusi (UID) Lampung

5. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0018.P/DIR/2023 tentang
Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero)

6. Terms and Condition (Syarat dan Ketentuan) Penggunaan Aplikasi E-

Procurement PLN Dalam Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero)

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024
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3.6 Metode Analisis Data

Pada penelitian kualitatif, analisis data dapat dilakukan melalui beberapa

tahapan, baik selama proses pengumpulan data, setelah data terkumpul, atau

dalam periode tertentu setelah pengumpulan data selesai. Menurut Miles,

Huberman & Saldana (2014), proses analisis data mencakup beberapa

kegiatan penting, seperti yang dilihat pada Gambar 3 berikut.

1.

, Pengumpulan \\\, Penyajian
\ | —
b Data y Data

Verifikasi/

—, Penarikan

Kesimpulan

Kondensasi
Data

Gambar 3. Alur Metode Analisis Data Kualitatif
Sumber: Miles, Huberman & Saldana (2014)

Pengumpulan Data
Tahap awal dalam proses analisis data dimulai dengan aktivitas
pengumpulan data. Pengumpulan data ini biasanya diawali melalui
observasi langsung atau pengamatan terhadap fenomena-fenomena
yang terjadi di lapangan. Pengamatan tersebut bertujuan untuk
memperoleh pemahaman mengenai situasi nyata yang sedang dikaji.
Selain itu, wawancara dengan pihak-pihak terkait serta pengumpulan
dokumen-dokumen relevan juga berperan sebagai data pendukung yang
penting.
Kondensasi Data
Reduksi data adalah mekanisme yang melibatkan proses seleksi
(selecting), pemfokusan (focusing), penyederhanaan (simplifying),
peringkasan (abstracting), dan transformasi data (transforming) yang
berasal dari catatan lapangan. Proses ini terjadi ketika peneliti

melakukan berbagai kegiatan, seperti wawancara dan pengumpulan data
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tertulis. Data yang diperoleh dari transkrip wawancara kemudian dipilih
dan disaring untuk mendapatkan fokus penelitian yang relevan.
3. Penyajian Data
Setelah data mengalami proses reduksi, langkah berikutnya adalah
menyajikan data tersebut secara visual maupun deskriptif agar lebih
mudah diinterpretasikan. Penyajian data ini dapat dilakukan dalam
berbagai bentuk, seperti tabel, grafik, diagram, atau melalui narasi
deskriptif. Tujuan utamanya adalah untuk mengkomunikasikan
informasi yang terdapat dalam data secara lebih jelas dan mudah
dipahami, sehingga dapat mendukung proses analisis lebih lanjut secara
efektif.
4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian penting dari proses penelitian
yang melibatkan kegiatan verifikasi secara terus-menerus sepanjang
penelitian berlangsung. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan
keakuratan data yang dikumpulkan dan kesesuaian dengan tujuan
penelitian. Dalam mengumpulkan informasi, peneliti menggabungkan
berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Dengan mengumpulkan dan mengelompokkan data dari berbagai
sumber, peneliti dapat menyusun kategori hasil penelitian yang
substansial. Proses ini membantu dalam menyaring informasi penting

sehingga menghasilkan kesimpulan yang tepat dan sesuai.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Moleong (2016) dalam Fauzia (2024) mengemukakan bahwa teknik
keabsahan data merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai sejauh
mana data yang diperoleh dalam penelitian dapat dianggap valid. Terdapat
beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menetapkan keabsahan data
dalam penelitian kualitatif. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif
sangat bergantung pada pemenuhan kriteria-kriteria tertentu yang
memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan

fenomena yang diteliti.
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Uji Kredibilitas (Credibility)

Pada menilai kredibilitas atau tingkat kepercayaan data, peneliti
menerapkan triangulasi sumber yang melibatkan berbagai aktivitas
seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Triangulasi sumber
adalah teknik yang digunakan untuk memvalidasi data penelitian
dengan cara melakukan referensi silang dari berbagai sumber informasi.
Data yang terkumpul akan dianalisis dan dikelompokkan ke dalam
berbagai kategori berdasarkan kesamaan, perbedaan, dan aspek spesifik
dari sumber-sumber tersebut, dengan tujuan untuk menarik kesimpulan
secara menyeluruh.

Uji Transferabilitas (7Transferability)

Transferability adalah proses mengevaluasi sejauh mana hasil penelitian
dapat diterapkan dalam konteks lain. Ini dilakukan dengan memberikan
penjelasan yang jelas dan detail tentang hasil penelitian serta situasi di
mana penelitian tersebut dilakukan. Dengan menjelaskan kondisi dan
faktor yang mempengaruhi penelitian, peneliti membantu pembaca
menilai apakah hasil penelitian tersebut dapat relevan dan diterapkan

dalam situasi yang berbeda.

. Uji Dependabilitas (Dependability)

Dependability dalam penelitian kualitatif, melibatkan pelaksanaan audit
terhadap seluruh proses penelitian. Hasil penelitian dianggap tidak dapat
diandalkan jika data tersedia tetapi proses penelitiannya tidak ada atau
tidak dilakukan.

Uji Konfirmabilitas (Confirmability)

Confirmability atau yang dikenal sebagai objektivitas penelitian
merupakan aspek penting dalam penelitian akademis. Suatu penelitian
dianggap objektif jika hasil-hasilnya diterima secara luas oleh banyak
individu. Uji  confirmability memiliki kesamaan dengan uji
dependability, sehingga kedua uji ini sering diterapkan secara
bersamaan. Proses pengujian confirmability dilakukan secara konsisten
sepanjang penelitian untuk memastikan bahwa setiap hasil yang

diperoleh adalah hasil dari proses yang sistematis dan transparan.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan e-procurement dalam
pengadaan barang/jasa di PT PLN (Persero) UID Lampung, dapat ditarik
kesimpulan bahwa implementasi kebijakan e-procurement di PT PLN
(Persero) Unit Induk Distribusi Lampung belum sepenuhnya berjalan
secara optimal. Meskipun telah menunjukkan kesesuaian dengan regulasi
nasional dan internal, serta mencatat peningkatan efisiensi waktu proses
pengadaan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan
struktural dan teknis. Masih diterapkannya prosedur manual seperti
pengumpulan dokumen fisik dan pencatatan ganda, serta adanya gangguan
teknis dari sistem pusat, menunjukkan bahwa digitalisasi yang diterapkan
belum bersifat transformatif, melainkan masih berada dalam tahap transisi.
Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun infrastruktur digital telah
tersedia, perubahan budaya organisasi dan pola kerja aktor pelaksana
belum sepenuhnya selaras dengan tujuan utama kebijakan, yaitu efisiensi,

transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa secara digital.

Terdapat empat faktor utama yang menghambat implementasi kebijakan
e-procurement di PT PLN UID Lampung. Pertama, ketidaklancaran sistem
yang disebabkan oleh gangguan teknis seperti error dan bug dan
ketergantungan sistem e-procurement terhadap koneksi internet, sehingga
menghambat keseluruhan proses pengadaan barang/jasa. Kedua, tumpang
tindih antara prosedur digital dan manual yang menurunkan efisiensi serta
menimbulkan beban administratif tambahan bagi penyedia. Ketiga,
ketidaksesuaian dokumen penawaran dari penyedia barang/jasa yang

disebabkan oleh minimnya pemahaman terhadap persyaratan teknis dan
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administratif yang ditetapkan dalam RKS. Keempat, keterbatasan sumber
daya manusia akibat rotasi pegawai yang cepat serta kurangnya proses
adaptasi terhadap sistem dan prosedur digital. Keempat faktor tersebut
saling berinteraksi dan menandakan bahwa optimalisasi kebijakan digital
tidak hanya bergantung pada aspek teknologi, tetapi juga pada kesiapan

institusional, prosedural, dan sumber daya manusia yang mendukung.

Penelitian ini terbatas dalam proses implementasi kebijakan e-
procurement pada pengadaan barang/jasa di PT PLN (Persero) UID
Lampung. Teori implementasi kebijakan oleh Ripley & Franklin (1986)
memiliki implikasi untuk membantu penelitian ini dalam menyusun
kerangka evaluasi yang jelas dan terstruktur terhadap implementasi e-
procurement. Namun, teori ini memiliki keterbatasan dalam konteks
kebijakan berbasis teknologi informasi (TI), karena teori ini kurang

memberikan perhatian terhadap aspek teknologi dan infrastruktur digital.

Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan dari hasil penelitian, peneliti
bermaksud memberikan rekomendasi saran yang dapat bermanfaat untuk
meningkatkan optimalisasi dalam implementasi kebijakan e-procurement
pada pengadaan barang/jasa di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi
(UID) Lampung yaitu:
1. Bagi Bidang Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) UID
Lampung
Adapun beberapa saran yang perlu diperhatikan bagi Bidang Pelaksana
Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) UID Lampung antara lain:
a. PT PLN (Persero) UID Lampung disarankan untuk melakukan
optimalisasi sistem e-procurement agar tetap dapat berfungsi
dengan baik meskipun dalam kondisi jaringan internet yang tidak
stabil. Kemampuan sistem dalam beroperasi secara optimal di
tengah kendala jaringan sangat penting untuk menghindari

keterlambatan proses pengadaan akibat error atau bug. Hal ini
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sejalan dengan tujuan perusahaan dalam memenuhi standar Service
Level Agreement (SLA) yang telah ditetapkan oleh PLN Pusat,
sehingga kinerja pengadaan tetap berjalan sesuai dengan target
waktu dan kualitas yang ditentukan.

. Optimalisasi sistem e-procurement di PT PLN (Persero) UID
Lampung juga perlu dilakukan pada fitur validasi dokumen
persyaratan yang diunggah oleh penyedia. Dengan adanya fitur
validasi otomatis, proses verifikasi dapat berjalan lebih efisien
tanpa harus melibatkan komunikasi langsung antara verifikator dan
pihak penyedia. Selain itu, disarankan agar sistem dilengkapi
dengan fitur notifikasi otomatis kepada penyedia apabila terdapat
dokumen yang belum lengkap atau tidak sesuai. Peningkatan fitur
ini diharapkan dapat memudahkan pihak PLN dalam mengevaluasi
dokumen dari berbagai penyedia yang mendaftar serta
mempercepat proses seleksi administrasi.

. Penyederhanaan dan harmonisasi pelaksanaan prosedur pengadaan
barang/jasa di PT PLN (Persero) UID Lampung. Penyederhanaan
dapat dilakukan dengan mengurangi atau bahkan menghapus
tahapan manual yang tidak lagi relevan karena telah digantikan
oleh sistem digital. Sedangkan, harmonisasi dapat dilakukan
dengan penyusunan ulang prosedur agar sejalan antara kebijakan,
sistem, dan implementasi teknis. OECD (2020) turut menegaskan
bahwa digitalisasi yang tidak dibarengi dengan perbaikan alur kerja
menunjukkan bahwa digitalisasi sebagai formalitas saja.

. Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pengguna sistem e-
procurement memiliki peran penting dalam meminimalkan
kesalahan teknis yang terjadi selama proses pengadaan. Ripley &
Franklin (1986) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi
kebijakan sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan keterampilan
para pelaksana. Dalam hal ini, kompetensi pegawai, khususnya di
bidang pengadaan, menjadi aspek penting, terlebih bagi pegawai

yang baru dimutasi dan masih dalam tahap adaptasi. Untuk
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mengatasi hal tersebut, PLN UID Lampung disarankan untuk
menginisiasi kegiatan berbagi pengetahuan secara internal
antarpegawai, dimulai dari lingkup bidang pengadaan. Langkah ini
diharapkan dapat mempercepat proses berbagi pengetahuan dan
keterampilan, sehingga seluruh pegawai memiliki pemahaman
yang memadai dalam menjalankan tugas masing-masing dan

mendukung kelancaran proses pengadaan secara keseluruhan.

2. Bagi penelitian selanjutnya

Adapun saran yang perlu diperhatikan bagi penelitian selanjutnya
terkait dengan kebijakan e-procurement pada pengadaan barang/jasa di
PT PLN (Persero) UID Lampung adalah peneliti selanjutnya
diharapkan dapat mengkaji melalui analisis faktor-faktor pendukung
keberhasilan implementasi kebijakan e-procurement. Selain itu,
penelitian selanjutnya juga dapat menggali lebih dalam dari
permasalahan seperti keterbatasan SDM. Bahkan untuk perspektif
yang lebih luas, penelitian selanjutnya secara kualitatif juga dapat
dilakukan lebih mendalam melalui wawancara dengan pihak yang
terlibat, seperti penyedia, pegawai pengadaan, serta pihak pengelola
sistem di PLN Pusat.
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